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KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/ KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI PADA SATUAN KERJA DINAS

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 10'-}- Satker(03)-SK/TP-KPA/11/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN BESARNYA HONORARIUM
TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA SATUAN
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang - a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Anggaran kegiatan,
Tugas Pembantuan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Satuan Kena
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan  Provins
Kalimantan Tengah (03} Tahun Anggaran 2021, dipandang periu
menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Besarnya Honorarium
Tugas Pembantuan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah pada Satuan Kena Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kabimantan Tengah (03) Tahun
Anggaran 2021

b. bahwa mercka vang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Anggaran dan
Pelaksana Kegiatan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugasnya,

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerab
Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah. (LN Tahun 1958 No. 62,
. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

Tt

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaman Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan l.embaran
Negara Nomor 4286):

Tad

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor §, Tambahan l.embaran Negara
Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2044 Nomor 224, Tambahan Lcembaran
Negara Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Undang—Undang Nomor 9 Tapun 2015 tentang Perybapan
Kedua atas [}ndang~l}ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentanp
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahyn 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarg Republik [ndonesia Nomor
5679,

7 l.z’ndang-Undang Nomor 15 Tahyp 2017 tentang Anguaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahyn 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesja Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomer 61 38

8  Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2906 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instang; Pemerintzh (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Carg
Pengendalian dan  Fvalyasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
{Lembaran Negara Tahup 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4663 )

antara Pemen'ntah, Pemerintahan Dacrah
ahan  Daerah Kabupateanota {(Lembaran
mor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

 Pemcvinta Mommor 7 Tal 2008 sovesmen —— %
e L etibalsh Negary Nomor 48165, o

2 E’uﬁw&n Pemetintah  Nomor g Tahun 2008 tentang Sistemn

?‘wgn@ian Intern Pemermtah,(_l_,embaga Negara Republik Indonesia

taktn 2008 Nomar 127, THir R Lembaran Newara, J}_enublik“ o
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Andonesia Nomor 4895,
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33,"5‘émxuma Pameratah Nomar 43 Tahon 2543 ontang Taw Cars o

Pliaksanaan Anguaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Megara Republik Indonesia  Tahun 2913 Nomor 103, Tambahan
N ran Negara Republik Indonesia Nomeor 5423y,

I+ Peranean Presden Nomwor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang
© lasa Pmmmmamw telah boberapa kali divbah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomoy 172 tahun 2014 T. entang perubahan
ketiga  an Peraturan  Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang

{5 Peraturan Pemenimiah  Nomor 107 Tahun 2017 entang Rgriaaa
Angearan  Pendapatan dan Belania Newara Tahun Anggaran 20iR
tf.embaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 224;

& Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2067 tentany
Bagan Akun Standar;

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PAIK. 062007 tentang Tata
Care  Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negam;

I Peraturan  Menter; Keuangan Nomaor 156/PMK 072008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentras; dan - Tugas
Pemhanman; sebagaimana dj o
Nomor - 248/ PMK 07,2010 fentang Pedomap Pengelolaan Dar_gz
Dehonsentrasi  dap Tugas Pembantuan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

i9 Peraturan Menter Keuangan Nomor 249 PMK 022011 lentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pef&ksanaan_ Rencana Kerja da_-x?
angéarara Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 I Nomor 938):
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Memperhatikan

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 0572012 tentang tala
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1191 )%

. Peraturan Menteri  Pertanian Nomor  19/Permentan'OT. 140/3:2013
tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementrian Pertanian:

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran  Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebapaimana tclah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.053/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menten Keuangan Nomor [68/PMK.05:2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemernintah pada
Kementerian Negara‘Lembaga (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2016 Nomor [745)

23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC 12067122016

2
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Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan
Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
Kementerian Pertanian;

. Peraturan Menteri Pertaman Nomor 66/Permentan/RC 1307122016
Tentang Penugasan Gubernur dalam Pelaksanaan  Kegiatan dan
Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian
Pertaman,

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanian Tengah Nomor : 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisast dan Susunan Orgamsasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lLembaran
Daerah Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85),

_ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2016 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerjfa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimaman Tengah;

_ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan.
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah:

. Surat Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Peternakan (03} Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.03.4.149114/2021 tanggal
23 Nopember 2020

Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor @ S-131AG/AG.3.2021
tanggal 17 Februart 2021 tentang Revisi Penghematan Belanja Lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2021

Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Peternakan Provinst Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Tugas Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03
Tahun Anggaran 2021 Nomor : 81/Satker(03)-SK/TP-KPA/I12021
tanggal 19 Februari 2021 tentang Struktur Organisasi, Uratan Tugas,
Pembagian Tugas dan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pelaksana
Kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Katimantan Tengah (03} Tahun
Anggaran 2021



4. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikuitura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barast Nomor : 520.1/328/TPHP 3/111/2021
tanggal 15 Maret 2021 perihal Perubahan Data Pengelola Kabupaten
Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan Satker (03) Tugas Pembantuan

APBN Tahun 2021
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA . Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran dan Besarnya Honorarium

Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan i,

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Maret 2021
sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : {& Maret 2021

KEPALA DINAS,

Ir. Hjmlﬂ‘l, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199403 2 005

ISR Qisainpa

. kan kepads Yib |
1. Ketus Badan Pemeriksa Kenangan di Jaksria
2. Menier Pertanian Republik Indonesia :
Up. L. Sckretaris Jenderal Kementensn Pertanian di Jekarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta
3. Menten Keusngan Republik Indonesia:
Up. 1. Kepaia Kantor Wilaysh X V1l Dirckiorat Jenderal Perbendsharaan di Palangka Raya
2. Kepsta Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPNY di Palangka Rava
4. Gubernur Kalimaman Tengah :
Up. | Sekretaris Dacrah
2, ¥.opaia Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Provins Kalimantan Tengsh di Palmgka Raya
5.  Pejsbat Penguji dan Perintgh Pembayaran Satusn Kerja Dinas Tanaman Pangan Horikultara den Petemakan Provinsi
Kalimantan Tengah TA. 2021
6. icfb;tm?fuhm Komitmen Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Petemakan Provinsi K alimantan Tengah
7. Masing-masing yang berssngkutan.



Lampiran |

Nomor
Tanggal

\{; Maret 2021

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DAN BESARNYA HONORARIUM PADA SATUAN
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kepumsan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengeh / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tugas
Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
gdan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021

{CF /Satker (03)-SK/TP-KPA/TII/2021

19830209 201101 2 006

Penata ( Hl/k)

Tanaman Pangan

Besarnya
Jabatan dalam Honor MAK/KET
Kabupaten/ _ . BERLAKU
NO . Jabatan Struktural | Sataan Kerja TP Per
Nama/NIP/Pangkat/Gol Provinsi Bul T™T
(Rp)
KOTAWARINGIN
BARAT
1 | Ir. KRIS BUDI HASTUT! | Pit. Kepala Dinas Pejabat Pembuat 1.600.000 § 01 Maret 2021 | 1766 EAB.OO2.
19660318 199003 2 008 Komitmen Tugas 051 H.521115
Pembina Utama Muda Pembantuan
{TV/c) Provinsi di Kab.
Kotawaringin
Barat
2 | HISKANDARSPM.Si | Kepala Bidang Penanggung 430.000 | 01 Maret 2021 { 1766 EAB.002
19710908 199803 | 006 Tanaman Pangan Jawab Kegiatan 0ST.H.$21115
Pembina {IV/a)
3 | FRINNA Kepala Seksi Staf Pengelola 430.000 | 01 Maret 2021 | 1766 EAB.002
SHINTA S Hut MM Produkst Produksi 051 H 521115

Ditetapkan di : Palangka Raya
. 1& Maret 2021

Pada Tanggal

KEPALA DINAS,

Ir. Hj.mL MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199403 2 005




